BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT

LAINNYA BIDANG KEPEGAWAIAN LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan menjamin

Mengingat

i

kelancaran serta tertib administrasi, dipandang perlu
mengatur kembali pendelegasian wewenang
penandatanganan Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat
Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap dengan Peraturan Bupati Cilacap;

bahwa sehubungan dengan adanya dinamika Peraturan
Perundang-undangan serta menjamin kelancaran dan tertib
administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat-Surat
Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, perlu untuk
diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan
Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Wewenang Penandatanganan Surat-Surat Keputusan dan
Surat-Surat Lainnya Bidang Kepegawaian di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT-
SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA BIDANG
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CILACAP.

Pasal I

Ketentuan angka 35 dalam Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 10
Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat-Surat
Keputusan dan Surat-Surat Lainnya Bidang Kepegawaian di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022
Nomor 10) diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 36,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal I
_ Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap =
pada tangfal | § [(T 2027

BUYPAT}) CILACAP,

TATTQ S RTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP

NOMOR
TENTANG

g 5 TAHUN 2022

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT-SURAT KEPUTUSAN
DAN SURAT-SURAT LAINNYA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN CILACAP

DAFTAR PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG DAN DIBERI KUASA MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN
DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

NO

SURAT KEPUTUSAN/KEGIATAN

PEJABAT YANG DIBERI
DELEGASI WEWENANG

PEJABAT YANG DIBERI
KUASA

PEGAWAI ASN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

Penilaian Kinerja ASN :

35

Penilaian Kinerja ASN

Sekretaris Daerah

Asisten Sekretaris Daerah

| Sekretaris Daerah Staf Ahli
| Asisten yang membidangi Kepala Bagian
Kepala Bagian Kepala Sub Bagian / JF Ahli

Muda

Kepala Sub Bagian / Kepala
Bagian

Pelaksana / JF Ahli
Pertama / JF Keterampilan

Sekretariat Daerah Cilacap

| Sekretaris Daerah

Kepala Perangkat Daerah

Seluruh Perangkat Daerah (Kecuali

Inspektur Pembantu

JF Ahli Pertama / JF

Keterampilan

Kepala Perangkat Daerah Sekretaris / Kepala Bidang |Inspektorat dan Dinas P dan K)
[ KenalaBagian. . -

Kepala Perangkat Daerah JEAhliMadya |

Sekretaris / Kepala Bidang / Kasubag / Kasubid / Kasi /

| Kepala Bagian JE Ahli Muda

Kasubag / Kasubid / Kasi / Pelaksana / JF Ahli

Kepala Bidang / Kepala Pertama / JF Keterampilan

Bagian / Sel \

Sekretaris Daerah Inspektur Inspektorat

Inspektur Inspektur Pembantu (Irban)
[ Sekretaris

Inspektur JF Ahli Madya

Sekretaris / Inspektur Kasubag / JF Ahli Muda

| Pembantu

Kasubag Pelaksana.




NO

SURAT KEPUTUSAN/KEGIATAN

PEJABAT YANG DIBERI
DELEGASI WEWENANG

PEJABAT YANG DIBERI
KUASA

PEGAWAI ASN

KETERANGAN

2

3

a4

S

6

Sekretaris Dinas Kesehatan

Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas

Kepala Tata Usaha
Puskesmas

Kepala Puskesmas

Jabatan Fungsional

UPT Dinas Kesehatan - Puskesmas

Kepala Dinas Kesehatan

Ka. UPT (Direktur) RSUD
Cilacap

Direktur RSUD Cilacap

Wakil Direktur RSUD
Cilacap

Wakil Direktur RSUD Cilacap

Kepala Bagian / Kepala
Bidang

Kasubag / Kasi

UPT Dinas Kesehatan - RSUD

Cilacap

| Bidang

Kasubag Pelaksana

Kepala Bidang Jabatan Fungsional

Kepala Dinas Kesehatan Ka. UPT (Direktur) RSUD UPT Dinas Kesehatan - RSUD
Majenang Majenang

Direktur RSUD Majenang Kepala Bagian / Kepala
Bidang

Kepala Bagian Kasubag

Kasubag Pelaksana

Kepala Bidang Jabatan Fungsional

Sekretaris Daerah

Kepala Dinas P dan 'K

Kepala Dinas P dan K

Sekretaris / Kepala Bidang

Sekretaris / Kepala Bidang

Kasubag / Kasi / JF Ahli

Kasubag / Kasi / Kepala
Bidang / Sekretaris

Pertama / JF Keterampilan

DINAS P dan K

Kepala Sekolah TK Guru TK dan Pelaksana
pada TK

Kepala Sekolah SD Gura SD dan Pelaksana
pada SD

Kepala Sekolah SMP Guru SMP dan Pelaksana
pada SMP

| Kasi PAUD Guru DPK TK

| Kasi SD Guru DPK SD

| Kasi SMP Guru DPK SMP

| Kasi PAUD Kepala Sekolah TK

| Kasi SD Kepala Sekolah SD

Kasi SMP Kepala Sekolah SMP




PEJABAT YANG DIBERI PEJABAT YANG DIBERI
NO SURAT KEPUTUSAN /KEGIATAN DELEGASI WEWENANG KUASA PEGAWAI ASN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
Kasi Pendidikan Masyarakat Kepala Sanggar Kegiatan
Belajar
Kepala Sub Bagian Umum Koordinator dan Pelaksana
dan Kepegawaian pada Korwil Bidang
Pendidikan Kecamatan
Kepala Bidang Pembinaan Pengawas TK
PAUD dan Dikmas
Kepala Bidang Pembinaan Pengawas SD
[Pendidikan Dasar
Kepala Bidang Pembinaan Pengawas SMP
|Pendidikan Dasar
Kepala Bidang Pembinaan Penilik
PAUD dan Dikmas
Kepala Sanggar Kegiatan Pamong Belajar
Belajar
Kepala Sanggar Kegiatan Pelaksana pada Sanggar
| Belajar Kegiatan Belajar
Kepala Bidang Kebudayaan Pamong Budaya
Sekretaris Daerah Camat Kecamatan
Camat Sekcam / Kasi pada
Sekcam Kasubag
Camat Lurah
Lurah Sekretaris Lurah / Kasi
pada kelurahan
Kasubag / Seklur / Kasi Pelaksana
Sekretaris Perangkat Daerah Ka. UPTD/UPTB UPT Badan/Dinas (Kecuali Dinas
Kesehatan)
Ka. UPTD/UPTB Kasubag TU UPTD /UPTB
Kasubag TU Pelaksana dan JF
36 |Berita Acara Sumpah Jabatan Sekretaris Daerah/ Kepala Pejabat Fungsional Pengangkatan Pertama Dalam
BKPPD / Kepala OPD terkait Jabatan

BUP.
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